
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1969

TENTANG

PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menetapkan peraturan tentang pemberian pensiun-pegawai

dan pensiun-janda/duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas

jasa-jasa dalam dinas Pemerintah kepada pegawai negeri, yang sesuai

dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian

No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263).

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 27 Undang-undang

Dasar 1945;

2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961

No 263):

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 74)

dan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini;

Menetapkan : Undang-undang tentang Pensiun-pegawai dan pensiun Janda/Duda

Pegawai.

Pasal 1 ...
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Pasal 1.

Tentang sifat pensiun.

Pensiun-pegawai dan pensiun-janda/duda menurut Undang-undang ini

diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa

pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.

Pasal 2.

Tentang pembiayaan pensiun.

Pensiun-pegawai, pensiun-janda/duda dan tunjangan-tunjangan serta

bantuan-bantuan di atas pensiun yang dapat diberikan berdasarkan

ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini:

a. Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum

berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggal dunia, berhak

menerima gaji atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, menjelang pembentukan dan penyelenggaraan suatu Dana

Pensiun yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah; dibiayai

sepenuhnya oleh Negara, sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk

pembiayaan itu dibebankan atas anggaran termaksud;

b. Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang tidak termasuk

huruf a di atas ini, dibiayai oleh suatu dana pensiun yang di bentuk

dengan dan penyelenggaraannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 3.

Arti beberapa istilah.

Yang dimaksudkan dengan:

a. Pegawai negeri, ialah pegawai negeri menurut ketentuan pasal 1

ayat (1) Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 tahun 1961

(Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263), kecuali anggota Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia;

b. Janda ...
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b. Janda, ialah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau

penerima pensiun-pegawai yang meninggal dunia;

c. Duda, ialah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri

wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita, yang meninggal

dunia dan tidak mempunyai isteri lain;

d. Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang

disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri,

penerima pensiun, atau penerima pensiun-janda/duda;

e. Orang tua, ialah ayah kandung dan/atau ibu kandung pegawai

negeri.

Pasal 4.

Yang dimaksud dengan tewas, ialah:

a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas

kewajibannya;

b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan

dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia

dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya;

c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka

maupun cacad rokhani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal

tersebut pada huruf a dan b di atas;

d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak

bertanggungjawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap

anasir-anasir itu.

Pasal 5.

Tentang dasar pensiun.

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun, ialah

gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tambahan

peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang

berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

Pasal 6 ...
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Pasal 6.

Tentang masa kerja.

(1) Masa-kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya

pensiun untuk selanjutnya disebut masa-kerja untuk pensiun ialah:

a. Waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri;

b. Waktu bekerja sebagai anggota A.B.R.I.;

c. Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan/harian dengan menerima

penghasilan dari Anggaran Negara atau Anggaran Perusahaan

Negara, Bank Negara;

d. Masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai pelajar

dalam Pemerintah Republik Indonesia pada masa perjuangan

phisik;

e. Masa berjuang sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan;

f. Masa berjuang sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan;

g. Waktu bekerja sebagai pegawai pada sekolah partikelir

bersubsidi.

(2) Waktu bekerja sebagai pegawai negeri pada Pemerintah Republik

Indonesia dahulu yang dialami antara tanggal 17 Agustus 1945 dan

1 Januari 1950, dan masa termaksud huruf d dan f ayat (1) pasal ini,

dihitung 2 (dua) kali sebagai masa kerja untuk pensiun.

(3) Waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain

daripada sebagai pegawai negeri, dihitung penuh apabila yang

bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri

telah bekerja sebagai pegawai negeri sekurang-kurangnya selama 5

(lima) tahun.

(4) Waktu bekerja dalam kedudukan lain daripada yang disebut pada

ayat (1) dan (3) pasal ini dalam hal-hal tertentu dapat dihitung untuk

sebagian atau penuh sebagai masa-kerja untuk pensiun.

Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

(5) Dalam …
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(5) Dalam perhitungan masa-kerja, maka pecahan bulan dibulatkan ke

atas menjadi sebulan penuh.

Pasal 7

Yang berhak memberi pensiun.

(1) Pemberian pensiun-pegawai, pensiun-janda/duda dan bagian

pensiun-janda ditetapkan oleh pejabat yang berhak memberhentikan

pegawai yang bersangkutan, di bawah pengawasan dan koordinasi

Kepala Kantor Urusan Pegawai.

(2) Selama pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang

bersangkutan belum dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ayat

(1) tersebut di atas, tugas ini dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan

Pegawai.

Pasal 8.

Tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan

dan lain-lain tunjangan.

Di atas pensiun-pegawai, pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda

diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan

tunjangan-tunjangan umum atau bantuan-bantuan umum lainnya menurut

ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri.

Pasal 9.

Hak atas pensiun pegawai.

(1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri

berhak menerima pensiun-pegawai, jikalau ia pada saat

pemberhentiannya sebagai pegawai negeri.

a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun

dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya

20 (dua puluh) tahun.

b. Oleh ...


